DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 4 /PJ/2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2007 tentang Tata Cara
Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, periu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi
Waijib Pajak Orang Pribadi;

:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4740),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan  Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2007 tentang Tata
Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.

Pasal 1

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan
tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau

pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan memilih untuk menghitung penghasilan
neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; dan
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau
pekerjaan bebas



Pasal 2

(1) Pencatatan yang harus diselenggarakan oleh Wajib Pajak orang pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a meliputi:

a. peredaran dan/atau penerimaan bruto yang diterima dari kegiatan
usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan
objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final;

b. penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha dan/atau
pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang
tidak dikenai pajak bersifat final, termasuk biaya yang dikeluarkan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut;
dan/atau

c. penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang
pengenaan pajaknya bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan
usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha
dan/atau pekerjaan bebas.

(2) Selain harus menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan
kewajiban baik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha
dan/atau pekerjaan bebas maupun yang tidak digunakan untuk
melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

(3) Bagi Waijib Pajak orang pribadi yang mempunyai lebih dari satu jenis
usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan
secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha
yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Pencatatan yang harus diselenggarakan oleh Waijib Pajak orang pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi:

a. penghasilan bruto yang diterima yang merupakan objek pajak yang
tidak dikenai pajak bersifat final termasuk biaya yang dikeluarkan
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut;
dan/atau

b. penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang
pengenaan pajaknya bersifat final.

(2) Selain harus menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf b harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan
kewajiban yang dimiliki.

Pasal 4

(1) Pencatatan peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan
bruto oleh Waijib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 meliputi seluruh peredaran dan/atau penerimaan dan/atau
penghasilan bruto yang telah diterima secara tunai.

(2) Pencatatan harus dibuat dalam suatu Tahun Pajak, yaitu jangka waktu
1 (satu) tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
31 Desember.

(3) Pencatatan harus dibuat secara kronologis dan sistematis berdasarkan
urutan tanggal diterimanya peredaran dan/atau penerimaan bruto
dan/atau penghasilan bruto.

(4) Pencatatan dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah sebesar
nilai yang sebenarnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia,



(5) Pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik
dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta didukung dengan
dokumen yang menjadi dasar pencatatan.

(6) Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di
tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau tempat kegiatan usaha dan/atau
pekerjaan bebas dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak
berakhirnya Tahun Pajak.

Pasal 5

(1) Pencatatan penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha dan/atau
pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak
bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
diselenggarakan dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran | Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Pencatatan penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha
dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak
yang tidak dikenai pajak bersifat final sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan bentuk sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran |l Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Pencatatan penghasilan bruto yang diterima oleh Wajib Pajak orang
pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diselenggarakan
dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Il Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini.

(4) Pencatatan penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan
yang pengenaan pajaknya bersifat final, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ dan Pasal 3 ayat (1) huruf b diselenggarakan
dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor 520/PJ/2000 tentang Bentuk dan Tata Cara
Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 20009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2009

‘ O» 'DIREKTUR JENDERALY_
“.'/,_. _, i g ¥ o~ gl




Lampiran |

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor :PER- 4 /PJ/2009
Tanggal: 20 Januari 2009

Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan Yang Diterima
Dari Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Yang Merupakan Objek Pajak
Yang Tidak Dikenai Pajak Bersifat Final

a. Peredaran kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas harus dicatat
secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu.

b. Bentuk catatan peredaran dan/atau penerimaan bruto adalah seperti pada contoh di

bawah ini:
Peredaran dan/atau Penerimaan Bruto
Jenis Usaha ...............
Tempat Usaha ............
Tahun .....
Tanggal Uraian Juml(aF:\p)Bruto Keterangan
(1) (2) (3) (4)
e T R I T e e e i T s
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Petunjuk pengisian :

Kolom 1 : Diisi dengan tanggal peredaran dan/atau penerimaan bruto.

Kolom 2 : Diisi dengan uraian mengenai peredaran dan/atau penerimaan bruto,
misalnya penjualan batik tulis, penerimaan pengobatan pasien, dan
sebagainya.

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah (nilai rupiah) peredaran dan/atau penerimaan bruto

setelah dikurangi dengan potongan harga, bila ada.
Kolom 4 - Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu.

c. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan cash register, maka jumlah
peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas yang
dicatat secara harian adalah catatan cash register tersebut.

d. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menggunakan cash register dan tidak
menerbitkan faktur/nota/bon penjualan (sales invoice) atau bukti penerimaan lainnya,
maka jumlah peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan
bebas yang dicatat secara harian adalah penjumlahan dari penjualan tunai.

e.  Dalam hal Wajib Pajak orang Pribadi mempunyai beberapa jenis kegiatan usaha dan/atau
pekerjaan bebas, dan/atau beberapa tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas maka
pencatatan dibuat secara terpisah untuk masing-masing jenis kegiatan usaha dan/atau
pekerjaan bebas, dan/atau beberapa tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas.

f. Jumlah peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas
dalam suatu Tahun Pajak dihitung dengan cara menjumlahkan peredaran dan/atau
penerimaan bruto dari bulan Januari sampai dengan Desember.

g. Waijib Pajak orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, baik mengenai peredaran dan/atau penerimaan
bruto maupun mengenai pembelian, biaya usaha, dan pengeluaran lainnya.

Keterangan:

Lampiran ini digunakan oleh Waijib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
dan/atau pekerjaan bebas.



Lampiran Il
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor :PER- 4 /PJ/2009

Tanggal :20 Januari 2009

Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan Yang Diterima
Dari Luar Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Yang Merupakan Objek Pajak
Yang Tidak Dikenai Pajak Bersifat Final (Penghasilan Lainnya)

a. Pencatatan penghasilan lainnya meliputi pencatatan atas penghasilan bruto yang
diterima, pencatatan biaya, dan penghasilan neto.

Penghasilan lainnya harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu.
Bentuk catatan penghasilan lainnya adalah seperti pada contoh di bawah ini:
Penghasilan Lainnya

Bulan ........ Tahun .....
: Jumliah Bruto Biaya Jumlah Neto
Tanggal Uraian (Rp) (Rp) (Rp) Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ey R IR SRR T D e SRR TS LTI, SRS
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Petunjuk pengisian :
Kolom 1 . diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan lainnya.
Kolom 2 - diisi dengan uraian mengenai penghasilan lainnya, misalnya bunga,

dividen atau bagian laba, royalti, sewa, hibah, warisan, atau hadiah
dari undian dan penghargaan.

Kolom 3 - diisi dengan jumlah penghasilan lainnya bruto.

Kolom 4 : diisi dengan jumlah biaya yang terkait dengan penghasilan lainnya
bruto.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah penghasilan lainnya neto.

Kolom 4 - diisi dengan keterangan, misalnya telah dikenakan pajak yang bersifat

final dan keterangan lain yang dianggap perlu.

d. Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas juga
memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan tersebut diklasifikasikan sebagai penghasilan lainnya sehingga harus
dicatat dengan menggunakan formulir Penghasilan Lainnya sebagaimana dalam lampiran
ini.

e. Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan ¢ di atas, pencatatan
penghasilan lainnya dapat pula dilakukan dengan cara menyimpan dokumen mengenai
penghasilan lainnya tersebut secara teratur dan kronologis menurut waktu sesuai dengan
jenis penghasilan masing-masing, misalnya dokumen mengenai penghasilan bunga,
premium, dan diskonto disimpan dalam arsip tersendiri.

f. Pada tanggal 31 Desember, jumiah penghasilan lainnya disajikan sesuai dengan jenis
penghasilan.

g. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan
penghasilan lainnya, termasuk rekening koran bank, buku tabungan, fotokopi deposito
atau sertifikat deposito,  Sertifikat Bank Indonesia(SBI)  dan/atau  bukti
pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan.

Keterangan:

Lampiran ini digunakan oleh:

a. Waijib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; atau

b. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan
juga memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.



Lampiran il

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor :PER-4 /PJ/2009
Tanggal : 20 Januari 2009

Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan Bruto Yang Diterima
oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas

a. Penghasilan Bruto yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan
kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas meliputi penghasilan bruto sehubungan dengan
pekerjaan yang diterima Waijib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum
dewasa, termasuk penghasilan yang diterima dari pemberi kerja yang tidak wajib
memotong PPh Pasal 21 serta dari pemberi kerja yang bukan subjek pajak namun tidak
dikecualikan untuk memotong PPh Pasal 21 kecuali:

1. Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja;

2. Anak/anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan
yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan
istimewa.

b. Penghasilan Bruto yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan
kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas harus dicatat secara teratur dan kronologis
menurut urutan waktu.

c. Pencatatan penghasilan bruto dapat dilakukan dengan catatan seperti contoh di bawah ini:
Penghasilan Bruto

Tahun 200...

Penghasilan | Pengurang Penghasilan

Uraian Bruto Penghasilan Neto
Tanggal (Rp) Bruto (Rp) Keterangan
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

TJlanusn =ik e s e e e R e e R e e e
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Petunjuk Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan bruto.

Kolom 2 diisi dengan nama dan NPWP pemberi kerja atau pemberi penghasilan.

Kolom 3 diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom 4 diisi dengan pengurang penghasilan bruto, misalnya: biaya jabatan/biaya
pensiun, iuran pensiun/tabungan hari tua.

Kolom 5 diisi dengan jumlah penghasilan neto.

Kolom 6 diisi dengan uraian mengenai sumber penghasilan bruto, misalnya: gaji,

upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun,
bunga, dividen atau bagian laba, royalti, sewa, hibah, warisan, hadiah
dari undian dan penghargaan.

d. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasi!a'n dari pemberi
kerja, menyimpan dokumen berupa formulir 1721-A1/1721-A2 tersebut sudah dapat
dianggap melakukan pencatatan.

e. Pada tanggal 31 Desember, jumlah penghasilan bruto disajikan sesuai dengan jenis
penghasilan.

f.  Wajib Pajak orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan
penghasilan bruto, termasuk rekening koran bank, buku tabungan, fotokopi deposito atau
sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia, dan/atau bukti pemotongan/pemungutan
Pajak Penghasilan.

Keterangan:

Lampiran ini digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha
dan/atau pekerjaan bebas.



Lampiran IV

Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor :PER- 4 [/PJ/2009
Tanggal : 20 Januari 2009

Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak dan/atau

Penghasilan Yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final

1. Pencatatan Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak

a.

Pencatatan penghasilan yang bukan objek pajak meliputi:

1) Peredaran dan/atau penerimaan bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan
bebas yang bukan merupakan objek pajak; dan

2) Penghasilan bruto yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang
bukan merupakan objek pajak.

Penghasilan yang bukan objek pajak harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut
urutan waktu.

Bentuk catatan Penghasilan yang bukan objek pajak adalah seperti pada contoh di
bawah ini:

Peredaran atau Penerimaan Bruto dan/atau Penghasilan Bruto

Tahun .....
Tanggal Uraian Juml(a;pl)aruto Keterangan
(1) (2) 3) (4)
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Petunjuk pengisian :
Kolom 1 : Diisi dengan tanggal penerimaan peredaran dan/atau penerimaan

bruto dan/atau penghasilan bruto.

Kolom 2 - Diisi dengan uraian mengenai sumber dan jenis penghasilan yang

bukan objek pajak, misalnya bantuan/sumbangan/hibah, warisan,
bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham,
persekutuan, firma, kongsi dan sebagainya.

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah (nilai rupiah) peredaran dan/atau penerimaan
bruto dan/atau penghasilan bruto.
Kolom 4 : Diisi dengan keterangan yang dianggap periu.

Wajib Pajak orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan
peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang bukan
merupakan objek pajak.



2. Pencatatan Penghasilan Yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final

a. Pencatatan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final meliputi:

1) Penghasilan bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang pengenaan
pajaknya bersifat final; dan

2) Penghasilan bruto yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang
pengenaan pajaknya bersifat final.

b. Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final harus dicatat secara teratur dan

kronologis menurut urutan waktu.

c. Bentuk catatan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final adalah seperti pada

contoh di bawah ini:
Penghasilan Bruto
Tahun .....
Dasar Pengenaan Pajak/ | PPh Terutang
Tanggal Uraian Penghasilan Bruto (Rp) Keterangan
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)

B P R T e T ST R
e
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Petunjuk pengisian :

Kolom 1 : Diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan bruto.

Kolom 2 . Diisi dengan uraian mengenai sumber dan jenis penghasilan yang
dikenakan pajak bersifat final, misalnya bunga deposito, tabungan,
diskonto SBI, penjualan saham di bursa efek, hadiah undian, sewa
tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan dan
sebagainya.

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah (nilai rupiah) Dasar Pengenaan Pajak atau
penghasilan bruto.

Kolom 4 - Diisi dengan PPh Final yang telah dipotong.

Kolom 5 : Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu.

d. Wajib Pajak orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan
peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang bukan
merupakan objek pajak.

Keterangan:

Lampiran ini digunakan oleh:
a. Waijib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; atau
b. Waijib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.



